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ABSTRAK 

 
Penelitian ini berjudul “Implementasi Tanggung Jawab Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten 

Ogan Ilir Dalam Hal Pemenuhan Kesejahteraan Atlet Taekwondo Kabupaten  Ogan Ilir”. 

 Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini ialah (1) Bagaimanakah implementasi 

tanggung jawab DISPORA dalam pembinaan atlet taekwondo  di Kabupaten Ogan Ilir berdasarkan 

UU Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional. (2) Apakah faktor pendorong 

dan penghambat dalam hal pemenuhan kesejahteraan atlet taekwondo Kabupaten Ogan Ilir.  Dalam 

penulisan skripsi merupakan penelitian hukum empiris  dengan metode penelitian kualitatif dan 

pendekatan social yuridis yaitu metode yang bersumber dari data-data dari lapangan data 

wawancara dari pihak terkait DISPORA  , KONI, Atlet Taekwondo dan Pelatih serta Penggurus 

cabang Taekwondo Kab. Ogan Ilir. 

 Penelitian ini juga didukung oleh metode penelitian Normatif. Hasil penelitan ini merujuk 

pada UU Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional bahwa pemenuhan 

kesejahteraan Atlet  di Kabupaten Ogan Ilir tersebut belum terpenuhi seluruhnya, hanya sebatas 

pemberian bonus pada atlet yang berprestasi. untuk jaminan kesehatan, beasisiwa, dan pembinaan 

lebih lanjut belum terlaksana. faktor pendorongnya ialah adanya atlet yang berprestasi, pelatih, 

sarana dan prasarana serta anggaran dana, faktor penghambatnya  yaitu, anggaran yang kecil, 

kurangnya inisiatif dan keinginan masyarakat dan DISPORA, serta kebijakan yang membatasi 

gerak pihak-pihak yang terkait. Saran penulis adalah DISPORA lebih memberikan perhatian kepada 

atlet-atlet taekwondo Kabupaten Ogan Ilir yang berprestasi  berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2005 

Tentang Sistem Keolahragaan Nasional. 

Kata Kunci : Prestasi Olahraga, Tanggung Jawab, Kesejahteraan Atlet. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar  Belakang 

 Sejarah Olahraga di Indonesia bisa anda pelajari untuk mengetahui 

perkembangan olahraga di indonesia. Salah satu jenis atau aktivitas yang tidak bisa 

dipisahkan dari kehidupan manusia adalah olahraga. Olahraga terbagi menjadi 

berbagai jenis dan ragam yang setiap hari terus mengalami perkembangan. Indonesia 

sendiri sebenarnya sudah mulai mengenal olahraga sejak zaman dahulu karena 

memang olahraga pada dasarnya juga sudah mulai dilakukan sejak dulu.Di Indonesia 

sendiri, olahraga juga sudah mulai dikenal sejak masa kerajaan1. 

Dari zaman prasejarah pun sebenarnya Indonesia sudah mengenal Tentang 

olahraga hanya saja kegunaan dan juga cara untuk melakukan olahraga tidak seperti 

pada saat modern ini. Pada saat zaman dahulu fungsi utama dari olahraga ini 

merupakan aktivitas untuk bertahan hidup dari berbagai gangguan terutama untuk 

gangguan dari ganasnya lingkungan. Pada saat modern ini olahraga sudah berkaitan 

dengan berbagai aspek kehidupan sehingga pemerintah perlu untuk mengaturnya 

secara sistematik.Padamasa modern olahraga juga menjadi sebuah kegiatan yang 

dapat meningkatkan kualitas hidup manusia, hal ini dapat kita lihat dari sistematika 

 
1Meiga,Sejarah Olahraga DiIndonesia dan Perkembangan Organisasinya, dalam 

http://sejarahlengkap.com/olahraga/sejarah-olahraga-di-indonesia, diakses pada hari Kamis, 20 

Agustus 2018, 12:18 WIB. 

 

 

http://sejarahlengkap.com/olahraga/sejarah-olahraga-di-indonesia
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pembentukan karakter atau kepribadian, sikap sportivitas dan disiplin yang tinggi, 

serta pencapaian prestasi yang dapat membangkitkan semangat nasionalisme. 

Kegiatan olahraga tersebut, tidak hanya bertujuan memelihara kesehatan 

tetapi juga sebagai kegiatan yang menghibur, menyenanangkan, bahkan untuk 

meningkatkan prestasi2. Olahraga juga memberikan kesempatan yang sangat baik 

untuk menyalurkan tenaga dengan jalan yang baik menuju kebahagiaan yang selaras, 

serasi, dan seimbang3. 

Oleh karena itu hal inilah yang menjadi dasar pembentukan kebijakan-

kebijakan mengenai pengaturan sistem keolahragaan. Pengaturan ini terdapat dalam 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional. 

Didalam Undang-Undangtersebut  terdapat pula definisi olahraga yang tedapat dalam 

Pasal 1 butir (4) bahwa “Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk 

mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan 

sosial.Menurut Pasal 17 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem 

Keolahragaan Nasional, bahwa ruang lingkup dari olahraga meliputi kegiatan: 

a. Olahraga pendidikan; 

b. Olahraga rekreasi; dan 

c. Olahraga prestasi. 

Olahraga pendidikan diselenggarakan sebagai bagian proses pendidikan yang 

dilaksanakan baik pada jalur pendidikan formal maupun nonformal melalui kegiatan 

 
2Yanti Ramadani, http://eprints.undip.ac.id/1314/2/YANTI_RAMADANI.pdf diakses 20 

Agustus 2018 12.25 WIB. 
3Engkos Kosasih, Pendidikan Jasmani Teori dan Praktek, Erlangga, Jakarta, 1994, hlm 1. 

http://eprints.undip.ac.id/1314/2/YANTI_RAMADANI.pdf
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intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler. Olahraga pendidikan dimulai pada usia dini 

pada jalur pendidikan formal yang dilaksankan pada setiap jenjang pendidikan dan di 

bimbing oleh guru atau dosen olahraga dan dapat dibantu tenaga keolahragaan yang 

disiapkan oleh setiap satuan pendidikan. 

Olahraga rekreasi dilakukan sebagai bagian proses pemulihan kembali 

kesehatan dan kebugaran yang dapat dilaksanakan oleh setiap orang, satuan 

pendidikan, lembaga, perkumpulan, atas organisasi olahraga. Olahraga Rekreasi 

betujuan: memperoleh kesehatan, kebugaran jasmani, dan kegembiraan membangun 

hubungan sosial; atau melestarikan dan meningktakan kekayaan budaya daerah dan 

nasional. 

Olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan 

olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk 

mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan. 

Prestasi olahraga yang dibayangkan orang sukar atau mustahil akan dapat dicapai, 

kini menjadi hal yang lumrah, dan jumlah atlet yang mampu untuk mencapai prestasi 

demikian kini semakin banyak.4 

Dalam hal ini terdapat perbedaaan antara ruang lingkup dari olahraga itu 

sendiri yang disini akan di fokuskan kepada Olahraga Prestasi. Dalam kata olahraga 

prestasi maka akan timbulah kata ”Atlet” dan “Prestasi”.  

 
4Harsono. Coaching and Aspek-aspek Psikologi Dalam Coaching.  CV. Tambak Kesuma, 

Jakarta,1998, hlm.98 
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Pasal 1 butir (7) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem 

Keolahragaan Nasional ”Atlet atau Olahragawan merupakan pengolahraga yang 

mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaran dengan penuh dedikasi untuk 

mencapai prestasi”.  Dengan demikian adanya pencapaian prestasi yang diraih oleh 

atlet mestinya harus ada pemberian penghargaan untuk menambah atau meningkatkan 

prestasi atlet tersebut. Pemberian penghargaan juga dapat bertujuan untuk 

menambahkan rasa nasionalisme pada atlet, karena hal ini memang sepantasnya 

diberikan kepada atlet yang sudah berjuang dalam sebuah kompetisi untuk 

mengharumkan nama bangsa dan negaranya. 

Permasalahan  yang muncul kali ini yaitu kurangnya apresiasi terhadap atlet 

yang berprestasi, dalam hal ini timbulah kekecewaan pada atlet yang merasa 

perjuangannya tidak dihargai oleh bangsa dan negara dapat berpengaruh juga 

terhadap prestasi atlet tersebut. Dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional menyatakan bahwa:  

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan pembinaan dan 

pengembangan olahraga sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya. 

 

(2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi 

pengolahraga, ketenagaan, pengorganisasian, pendanaan, metode, prasarana dan 

sarana, serta penghargaan keolahragaan. 

 

(3) Pembinaan dan pengembangan keolahragaan dilaksanakan melalui tahap 

pengenalan olahraga,pemantauan pemanduan, serta pengembangan bakat dan 

peningkatan prestasi. 

 

(4) Pembinaan dan pengembangan keolahragaan dilaksanakan melalui jalur keluarga, 

jalur pendidikan, dan jalur masyarakat yang berbasis pada pengembangan 

olahraga untuk semua orang yang belangsung sepanjang hayat. 
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Dari Pasal tesebut dapat kita lihat bahwa sistem keolahragaan sudah 

dilindungi oleh negara  tidak terkecuali didalamnya perlindungan terhadap atlet yang 

telah mengharumkan nama Daerah, Kabupaten/Kota,Provinsi dan Negara.  

Cabang olahraga seni beladiri taekwondo sendiri sebagai objek kajian skripsi 

ini, temasuk kedalam olahraga prestasi. Dengan demikian dibutuhkannya pula 

perlindungan kepada atlet berdasarkan pengaturan Undang-Undang yang berlaku. 

Seperti yang terdapat didalam Pasal 55 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 

yang berisi Tentang “Setiap olahragawan profesional mempunyai hak untuk (a) 

didampingi oleh, antara lain, manajer, pelatih, tenaga medis, psikolog, dan ahli 

hukum, (b) mengikuti kejuaraan pada semua tingkatan sesuai dengan ketentuan, (c) 

mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari induk organisasi cabangolahraga, 

organisasi olahraga profesional, atau organisasi olahraga fungsional, (d) mendapatkan 

pendapatan yang layak”.  

Pasal 64 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 yang berisi Tentang Tenaga 

Keolahragaan dalam melaksanakan profesinya yang memiliki hak untuk 

mendapatkan:  

a) pembinaan, pengembangan, danpeningkatan keterampilan melalui pelatihan,  

b) jaminan keselamatan, peningkatan karier, pelayanan kesejahteraan, bantuan 

hukum, dan/ataupenghargaan. 

Pasal 86 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Ayat (1) “Setiap pelaku 

olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang 

berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga diberi penghargaan. Ayat (2) 
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Penghargaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan oleh pemerintah, 

pemerintah daerah, organisasi olahraga, organisasi lain, dan/atau perseorangan. Ayat 

(3) Penghargaan dapat berbentuk pemberian kemudahan, beasiswa, asuransi, 

pekerjaan,kenaikan pangkat luar biasa, tanda kehormatan, kewarganegaraan, warga 

kehormatan, jaminan hari tua, kesejahteraan, atau bentuk penghargaan lain yang 

bermanfaat bagi penerima penghargaan. Ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai 

pemberian penghargaan dan bentuk penghargaan serta pelaksanaan pemberian 

penghargaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sampai dengan Ayat (3) diatur 

dengan Peraturan Presiden”. 

Setiap olahragawan berkewajiban “(a) Menjunjung tinggi nilai luhur dan 

nama baik bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (b) Mengedepankan 

sikap sportivitas dalam setiap kegiatan olahraga yang dilaksanakan; (c) Ikut menjaga 

upaya pelestarian lingkungan hidup; dan (d) Menaati peraturan dan kode etik yang 

berlaku dalam setiap cabang olahraga yang diikuti dan/atau yang menjadi 

profesinya”. 

Dengan demikian banyak sekali Undang-Undang yang terkait sudah mengatur 

mengenai permasalahan kesejahteraan atlet.  Namun dalam kenyataan masih terdapat 

banyak kekacauan terhadap kesejahteraan pelaku olahraga (atlet) meskipun sudah 

adanya Undang-UndangTentang Sistem Keolahragaan Nasional. 

Hal ini menjadi salah satu fokus pemerintah karena olahraga sudah menjadi 

bagian yang tidak terpisahkan bagi suatu negara dan menjadi suatu bentuk 
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pembangunan berkelanjutan bagi suatu negara. Karena dalam hal ini olahraga juga 

berpengaruh tehadap aspek-aspek lain bagi negara. 

Banyak kasus-kasus yang berkaitan dan menjadi sorotan dalam penulisan ini 

terdapat juga isu-isu yang tidak menyenangkan. Pada tanggal 18 Agustus 2018 lalu 

telah berlangsungnya suatu ajang bergengsi bertaraf Internasioanl yaitu ASIAN 

GAMES 2018 yang menjadi tuan rumah adalah Negara Indonesia yang tepatnya 

terletak di Jakarta dan Palembang. Dalam kesempatan kali ini, Kota Palembang 

menjadi salah satu ikon dalam ajang ini karena di Kota Palembang sendiri terdapat 

sebuah sarana dan prasarana olahraga yang memiliki standar internasional dan 

terletak di Jakabaring Sport City Palembang. 

Namun sayangnya hanya sedikit atlit yang berasal dari Provinsi Sumatera 

Selatan. Menurut Profesor H. Didik Zafar Sidik yang disampaikan dalam pemaparan 

diklat pelatih 18 September 2018 lalu, sebuah prestasi atlet itu dipengaruhi oleh 2 

faktor yaitu faktor ekstenal dan faktor internal, faktor eksternal itu sendiri dapat kita 

simpulkan seperti sarana dan prasarana atlet, dan internal ialah atlet itu sendiri. 

Berdasarkan data yang didapat atlet Sumatera Selatan yang masuk dalam 

Pelatihan Nasional (Platnas) ASEAN GAMES 2018 hanya sebanyak 18 atlet dari 

total 938 Atlet, ini merupakan jumlah yang sangat sedikit5. Hal ini mengingat dengan 

prestasi yang diraih oleh atlet taekwondo, belum mendapat perhatian dari Pemerintah, 

Pasalnya atlet taekwondo Sumsel masih belum bisa lolos seleksi nasional.  

 
5Rehsa , ASEAN GAMES 2018, dalam http://palembang.tribunnews.com/2018/04/17/18-

atlet-sumsel-tembus-pelatnas-asian-games-2018 , diakses pada 12/11/2018 pukul 02:21. 
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Dalam hal ini mengenai sarana dan prasarana yang ada di Sumatera Selatan 

dapat tebilang lengkap, namun dalam faktor internal tersebut yang masih banyak 

bermasalah dengan kata lain kurangnya pembinaan atlet-atlet yang ada di Wilayah 

Sumatera Selatan. Namun ada beberapa Daerah di Sumatera Selatan, Dinas Pemuda 

dan Olahraga bekerjasama dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten 

(KONI) Kabupaten, sudah membentuk unit pelatihan yang disebut PPLPD (Pusat 

Pendidikan dan Latihan Pelajar Daerah)  yang tedapat di Kabupaten Banyuasin dan 

Musi Banyuasin.  

Dalam kesempatan kali ini saya membahas Tentang cabang olahraga seni 

beladiri taekwondo yang menjadi salah satu cabang olahraga andalan di Kabupaten 

Ogan Ilir Sumatera Selatan. Terdapat kurang lebih 6 atlet taekwondo Kabupaten 

Ogan Ilir ini sudah pernah belaga di kanca nasional seperti POPNAS, KEJURNAS 

dll, namun kurangnya perhatian pemerintah tehadap olahraga  secara khusus. 

 Berdasarkan survei diwilayah Kabupaten Ogan Ilir, masih kurangnya 

perhatian  terhadap atlet berprestasi. Perhatian pemerintah tersebut dapat berbentuk, 

pembinaan kehidupan sosial atlet berprestasi Seperti pemberian penghasilan dan 

fasilitas untuk menunjang peningkatan prestasi atlet, pemberian penghargaan 

olahraga seperti bonus atlet dan lain sebagainya. Berdasarkan latar belakang diatas 

maka penulis tertarik untuk mengkaji penelitian ini, serta mengunakan penelitian ini 

sebagai skripsi dengan judul “Implementasi Tanggung Jawab Dinas Pemuda dan 

Olahraga Kabupaten Ogan Ilir dalam hal Pemenuhan Kesejahteraan Atlet 

Taekwondo di Kabupaten Ogan Ilir”. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis menemukan adanya 

2 (dua) permasalahan pokok yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana implementasi tanggung jawab Dinas Pemuda danOlahraga 

dalampembinaan atlet taekwondo di Kabupaten Ogan Ilir berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan 

Nasional ? 

2. Apakah faktor pendukung dan pendorong dalam pemenuhan kesejahteraan 

atlet taekwondo di Kabupaten Ogan Ilir menurut Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Dalam sebuah peneitian ilmiah haruslah memiliki tujuan yang jelas untuk 

menujukan kualitas dari penelitan tersebut. Berdasarkan identifikasi masalah diatas, 

maka tujuan yang hendak dicapai dala penelitain ini adalah: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis iplementasi tanggung jawab Dinas 

Pemuda dan Olahraga dalam pembinaan atlet Taekwondo di Kabupaten Ogan 

Ilir berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem 

Keolahragaan Nasional. 
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2. Dapat mengetahui dan menganalisis aplikasi serta hambatan-hambatan  serta 

faktor-faktor yag mempengaruhi dalam pemenuhan kesejahteraan atlet 

Taekwondo di Kabupaten Ogan Ilir  pada saat menjadi atlet dan setelah habis 

batas usia menjadi atlet berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 

Tentang Sistem Keolahragaan Nasional. 

 

D. Manfaat Penelitian  

 Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak baik masyarakat pada umumnya, 

serta para olahragawan. Selain itu penulis berharap penelitian ini dapat 

memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya 

dalam bidang keolahragaaan. 

2. Manfaat Praktis 

Dengan ini penulisan skripsi ini, penulis mengharapkan agar skripsi ini dapat 

memberikan pengetahuan dan informasi bagi masyarakat mengenai peran Dinas 

Pemuda dan Olahraga dalam pemenuhan Kesejahteraaan atlet, pada saat menjadi 

atlet, sebelum dan setelah melampaui batas usia. 
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E. Kerangka Teoritis 

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau 

dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian 

hukum.6 

1. Teori Tanggung Jawab 

Tanggung jawab menurut KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 

keadaan wajib menanggung segala sesuatu kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, 

dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya. Konsep tanggung jawab tidak 

telepas dari hak dan kewajiban, hal ini dapat kita lihat bahwa kewenanagan sendiri 

merupakan wewenang yang harus dilakukan dan dapat dipertangung jawabkan. 

Berdasarkan ketentuan hukum, setiap kewenangan yang diberikan tidak 

telepas dari hak dan kewajiban. Dalam pelaksanaan wewenang selalu disertai 

degan tanggung jawab, berdasarkan prinsip “deen bevoegdheid zonder 

verantwoordenlijkheid” tidak ada kewenangan tanpa pertanggung jawaban7. 

Tanggung jawab disini merupakan pertanggung jawaban secara hukum atas 

tindakan yang dilakukan seseorang atau kelompok yang berTentangan dengan 

Undang-Undang atau kewenangan yang diberikan. 

Terdapat dua istilah yang menunjuk pada pertanggung jawaban, yaitu 

liability dan responsibility. Liability merupakan istilah hukum yang luas yang 

menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang 

 
6Soerjono Soekanto,  Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI-Press, 2007, hlm. 122. 
7Sufriadi.  “Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi Dalam Penyelenggaraan 

Pemerintahan Di Indonesia”, Jurnal Yuridis, Vol. 17 No.2 Bulan April-Juni 2011, Hlm.68 
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bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara 

aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang 

menciptakan tugas untuk melaksanakan Undang-Undang. Responsibility berarti 

hal yang dapat dipertanggung jawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk 

putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban 

bertanggung jawab atas Undang-Undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian 

dan penggunaan praktis, istilah liability menunjuk pada pertanggung jawaban 

hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek 

hukum, sedangkan istilah  responsibility menunjuk pada pertanggung jawaban 

politik.8 Namun didalam penelitian ini nmerujuk pada pertanggung jawaban 

politik, yang tidak lain dalam pelaksanaan kewenangan sebagai pejabat negara 

yang melakukan perbuatan hukum berdasarkan kewenangan yang diberikan. 

Sebagai alat untuk terselenggaranya fungsi dan tugas pejabat pemerintah sehingga 

dapat tercapainya tujunan negara yaitu kesejahteraan masyarakat.  

2. Teori Kesejahteran 

Kesejahteraan atau sejahtera dapat memiliki empat arti (Kamus Besar 

Bahasa Indonesia), Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan yang 

baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam 

keadaan sehat dan damai. Dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan 

keuntungan benda. Sejahtera memliki arti khusus resmi atau teknikal (lihat 

ekonomi kesejahteraan), seperti dalam istilah fungsi kesejahteraan sosial. Dalam 

 
8H.R. Ridwan, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Rajawali Pers, 2006, hlm.335. 
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kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini adalah istilah yang digunakan dalam ide 

negara sejahtera. 

Negara kesejahteraan merupakan  negara yang pemerintahannya menjamin 

adanya kesejahteraan rakyat. Dalam mewujudkan kesejahteraan rakyatnya harus 

didasarkan pada lima pilarkenegaraan yaitu , Demokrasi (Democracy). Penegakan 

Hukum (Rule ofLaw), perlindungan Hak Asasi Manusia, Keadilan Sosial (Social 

Juctice)dan anti diskriminasi. Pengertian kesejahteraan sedikitnya 

mengandungempat makna yaitu : 

1. Sebagai kondisi sejahtera (well-being). Pengertian ini biasanyamenunjuk pada 

istilah kesejahteraan sosial (social welfare) sebagaikondisi terpenuhinya 

kebutuhan material dan non-material. Kondisi sejahtera terjadi manakala 

kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, 

kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat dipenuhi; serta 

manakala manusia memperoleh perlindungan dari resiko-resiko utama yang 

mengancam kehidupannya. 

2. Sebagai pelayanan sosial. Di Inggris, Australia dan Selandia Baru,pelayanan 

sosial umumnya mencakup lima bentuk, yakni jaminansosial (social security), 

pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahandan pelayanan sosial personal 

(personal social services). 

3. Sebagai tunjangan sosial khususnya di Amerika Serikat (AS),diberikan kepada 

orang miskin. Karena sebagian besar penerima welfare adalah orang-orang 
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miskin, cacat, penganggur, keadaan ini kemudian menimbulkan konotasi negatif 

pada istilah kesejahteraan, seperti kemiskinan, kemalasan, ketergantungan, yang 

sebenarnya lebih tepat disebut. 

4. Sebagai proses atau usaha terencana yang dilakukan oleh perorangan,lembaga-

lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintahuntuk 

meningkatkan kualitas kehidupan (pengertian pertama) melaluipemberian 

pelayanan sosial (pengertian ke dua) dan tunjangan sosial(pengertian ketiga). 

Pengertian Tentang kesejahteraan negara tidak dapat dilepaskandari empat 

definisi kesejahteraan di atas. Secara substansial, kesejahteraannegara mencakup 

pengertian kesejahteraan yang pertama, kedua, dankeempat, dan ingin menghapus 

citra negatif pada pengertian yang ketiga.Dalam garis besar, kesejahteraan negara 

menunjuk pada sebuah modelideal pembangunan yang difokuskan pada 

peningkatan kesejahteraanmelalui pemberian peran yang lebih penting kepada 

negara dalammemberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif 

kepadawarganya. 

Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2009, Tentang Kesejahteraan 

Sosial.Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, 

spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu 

mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Oleh karena 

itu kurang nya pelayanan dari pemerintah sehingga dapat menyebabakan kurang 

nya fungsi sosial bagi masyarakat tersebut. 
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3. Teori Perlindungan Hukum 

Prinsip Perlindungan Hukum tehadap tindakan pemerintah bersumber dari 

konsep pengakungan serta perlindungan hak-hak asasi manusia. Hal ini di 

karenakan konsep pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia ini 

ditujukan atas pembatasan kewenangan serta kewajiban masyarakat dan 

pemerintah. 

Perlindungan hukum dalam konteks Hukum Administrasi Negara merupakan 

gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, 

yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah 

suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan 

hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang 

bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis 

dalam rangka menegakkan peraturan hukum. 

 Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:  

a. Perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana 

kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat 

sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, 

b. Perlindungan hukum represif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana lebih 

ditujukan dalam penyelesian sengketa9. 

 Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan 

implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan 

 
9Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009. Hlm 41 
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martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang 

berdasarkan Pancasila. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari 

hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari 

hukum. 

 

F. Ruang Lingkup 

Ruang Lingkup penelitian ini adalah kajian hukum perdata, dalam hal ini 

berkaitan dengan peran Dinas Pemuda dan OlahragaKabupaten Ogan Ilir dalam 

Pemenuhan kesejahteraan Atlet Taekwondo di Kabaupaten Ogan ilir, yang dalam hal 

ini pemenuhan untuk Pada saat menjadi Atlet dan setelah melewati batas usia atlet. 

Ruang lingkup wilayah dalam penelitian ini adalah pada atlet taekwondo yang 

terdapat di Kabupaten Ogan Ilir dan sebagai acuan Undang-undng Nomor3Tahun 

2005 Tentang sistem keolahrgaaan nasional. 

 

G. Metode Penelitian 

Menurut Darmadi, Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan 

penelitian itu didasarkan pada ciriciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis.  

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian 

adalah suatu cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan 
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tertentu10 .Selaras dengan ini maka metode yang digunakan oleh penulis dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah jenis 

penelitian hukum empiris. Istilah lain yang dipakai untuk penelitian ini adalah 

penelitian indoktriner atau hukum sosiologi dan dapat juga disebut dengan 

penelitian lapangan11. Maksudnya adalah penulis melakukan penelitian 

dilapangan, betitik tolak pada data yang langsung didapat dari masyarakat atau 

instansi yang bersangkutan sebagai sumber data yang utama dengan menggunakan 

penelitian lapangan. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan-pendekatan yang digunakan didalam penelitian hukum adalah 

pendekatan Undang-Undang (statute approach),pendekatan kasus (case 

approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif 

(comparative approach), dan pendekatan Konseptual (conceptual 

approach)12.alam penelitian ini penulis dilakukan secara yuridis sosiologis (Socio 

legal Research) yaitu penelitian yang bersifat sosiolegal hanya menepatkan hukum 

sebagai gejala sosial yang dalam hal ini selalu di kaitkan dengan masalah hukum13.  

 
10H. Darmadi, “ Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial”, Bandung, 2013, hal 153 
11Usmawadi, Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum. Materi Pendidikan dan Pelatihan 

Kemahiran Hukum (PLKH),Laboratorium Hukum FH UNSRI, 1992, hlm 250. 
12Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum “Edisi Revisi”, Jakarta, Prenadamedia Group, 

2005, hlm 133 
13Ibid hlm 128 
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Penelitian ini juga menggunakan case approach pendekatan kasus dilakukan untuk 

menelaah kasus-kasus yang yang berkaitan dengan penelitian ini. 

 

3. Jenis dan Sumber Data 

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam menyelesaikan penulisan 

skripsi ini adalah data primer dan data sekunder. 

a. Data Primer, Merupakan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian atau 

secara langsung dari lapangan. Dalam skripsi ini data primer diperoleh melalui 

pihak-pihak yang tekait dengan permasalahan mengenai kesejahteraan atlet 

taekwondo di Kabupaten Ogan Ilir. 

b. Data Sekunder, yaitu data yang berasal dari penelitian kepustakaan dalam 

bentuk bahan-bahan hukum yang diberikan penjelasan untuk menunjang data 

primer, yaitu: 

a) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari 

norma dan kaedah dasar seperti peraturan perUndang-Undangan, antara lain: 

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang 

Sistem Keolahragaan Nasional 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2005 Tentang 

Kepemudaan 

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2004 Tentang 

Pemberian Penghargaan Keolahragaan 
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5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007 Tentang 

Pendanaan Keolahragaan. 

6. Dan peraturan lainya yang berhubungan dengan pemenuhan kesejahteraan 

atlet cabang olahraga taekwondo. 

b) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan 

mengenai kedudukan terhadap bahan hukum primer berupa buku-buku, 

dokumen-dokumen hukum, makalah jurnal, dan relevansi yang dengan objek 

kajian penelitian.. 

c) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dan 

informasi sebagai petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder, misalnya melalui jurnal atau paper, kamus hukum, internet dan 

ketentuan atau peraturan internal yang dikeluarkan oleh pihak terkait 

sehubungan dengan pemenuhan kesejahteraan atlet. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Studi Lapangan 

Tenik pengumpulan data skunder dalam penelitian yaitu wawancara 

langsung dengan berbagai narasumber untuk melengkapi dan menguatan data-

data yang diperoleh dari studi pustaka, yang ditentukan menggunakan teknik 

purposive Sampling.purposive Sampling yaitu sampel atau respon yang 

ditentukan secara sengaja dengan memperhatikan kewenangan, pengetahuan, dan 

pengalaman tekait dengan permasalahan pemenuhan kesejahteraan atlet cabang 

olahraga taekwondo di Kabupaten Ogan Ilir.  
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Adapun dasar pertimbangan dari narasumber mengenai data yang diberikan 

secara akurat dan benar. Oleh karena itu responden terdiri dari: 

1. Pengurus daerah Dinas Pemuda dan OlahragaKabupaten Ogan Ilir, yaitu 

ketua atau yang ditunjuk oleh ketua. 

2. Pengurus daerah cabang Taekwondo Ogan Ilir, yaitu ketua atau yang 

ditunjuk oleh ketua. 

3. Pelatih atlet taekwondo 

4. Atlet taekwondo yang masih aktif atau dalam binaan, serta atlet yang sudah 

melampaui batas usia. 

b. Studi Pustaka 

Studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari literatur-

literatur, peraturan perUndang-Undangan, arsip, karya ilimiah, dan dokumen-

dokumen yang behubungan dengan tinjauan hukum mengenai pemenuhan 

kesejahteraan atlet  Taekwondo di Kabupaten Ogan Ilir. Bahan pustaka terdiri 

dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, 

dimana ketiga bahan hukum tersebut mempunyai karakteristik dan jenis-jenisnya 

yang berlainan. 

5. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis mengmbil lokasi untuk menunjang informasi 

Tentang peran dan tanggung jawab Dinas Pemuda dan Olahraga dalam pemenuhan 

kesejahteraan atlet cabang olahraga Taekwondo di Kabupaten Ogan Ilir, 

pelatih/coach taewondo Ogan Ilir, serta atlet binaan Kabupaten Ogan Ilir. 
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Sehingga penulis memutuskan lokasi peneliatan untuk menunjang keberhasilan 

penelitian di Dinas Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Ogan Ilir. 

6. Teknik Pengolahan Data 

Pengolahan data merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menyusun 

kembali data-data yang telah diterima dilapangan, sehingga siap untuk di analisis.  

 

Menurut Bodgan dan Taylor 14mengemukanan pengumpulan data yaitu 

sebagai berikut: 

a. Membaca secara teliti keseluruhan hasil dari wawancara, komentar peneliti 

sendiri, gambar, foto, dokumen, dan lain-lain; 

b. Berilah kode pada beberapa judul pembicaraan tetentu; 

c. Susunlah menurut tipelogi, sebab kerangka klasifikasi atau tipelogi sangat 

bermanfaat dalam menemukan tema dan pembentukan hipotesa; 

d. Bacalah kepustakaan yang ada kaitannya dengan masalah dan Setting  

penelitian. 

Peneliti melakukan perbandingan data yang telah diperoleh yaitu dataprimer 

di lapangan yang akan dibandingkan dengan data-data sekunder. Dengandemikian 

peneliti akan membandingkan antara data wawancara dengan datadokumen dan 

studi pustaka, sehingga kebenaran dari data yang diperoleh dapatdipercaya dan 

meyakinkan.Dengan cara di atas, maka diperoleh hasil yang benar-benar 

 
14Ibid., hlm 277 
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dapatdipercaya keabsahannya karena triangulasi data di atas sesuai dengan 

penelitianyang bersifat kualitatif sebagaimana metode pendekatan skripsi ini. 

 

7. Analisis Data  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data kualitatif. Yang di 

maksud dengan analisis data kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan 

bekerjadengan data, mempergunakan data, mengorganisasikan data, memilah-

milahnyamenjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan 

menemukanpola, menemukan apa yang yang penting dan apa yang dipelajari, 

danmemutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain15. Analisis data 

penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif model interaktif yang 

belangsung secara terus menerus dan berkelanjutan. 

 

8. Penarikan Kesimpulan 

Kesimpulan merupakan hasil dari pemikiran yang dapat kita ambil dari fakta 

dan analisis data. Sehingga pengambilan kesimpulan yang dalm penelitian ini 

dapat kita ambil secara induktif merupakan prinsip atau sikap yang belaku umum 

berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus. Sehingga dalam hal ini penulis 

menggunaan fakta-fakta lapangan untuk menarik keseimpulan tehadap isu-isu 

mengenai pemenuhan kesejahteraan atlet taekwondo di Kabupaten Ogan Ilir. 

 
15Lexy J. Moleong, 2007, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung, PT.RemajaRosdakarya,hlm 

248. 
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